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Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional;

Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender di
Daerah

Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender di Daerah.

Surat Edaran 4 Menteri: No. 270/M.PPN/11/2012., No. SE 33/MK.02/2012., No. 050/4379A/S]J., No. SE-
46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

PERDA Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Inisiasi DPRD).

PERBUP Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

PERBUP Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
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Capaian IPM, IPG dan IDG Kab. Kutai Kartanegara
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VR Y by g CAPAIAN PEMBANGUNAN
P T RESPONSIF GENDER

[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten/Kota
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Paser 66.54 67.11 68.18 69.61 69.87 70.3 71 7116 71.61
Kutai Barat 65.9 6692 67.14 6813 6891 6934 6999 70.18 70.69
| Kutai Kartanegara 67.45 6847 69.12 70.71 712 7178 72.19 72.75 73.15
Kutai Timur 66.94 67.73 68.71 69.79 7039 70.76 71.1 7191 72.56
Berau 69.16 7043 70.77 72.02 7226 72.72 73.05 73,56 74.01
PPU 66.37 66.92 67.17 68.07 68.6 69.26 69.96 70.59 71.13
Mahakam Ulu - - - 6381 64.32 6489 6551 66.09 66.67
Balikpapan 7555 76.02 7656 7753 7793 7818 7857 79.01 79.81
Samarinda 7585 77.05 7734 77.84 7839 78.69 7891 7946 79.93
Bontang 7697 77.25 7755 7834 7858 78.78 7892 79.47 79.86

Kalimantan Timur  71.31 72.02 72.62 73.21 73.82 74.17 7459 75.12 75.83

Sumber Data : BPS Kalimantan Timur




CAPAIAN PEMBANGUNAN
RESPONSIF GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kabupaten/Kota
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Paser 65.78 66.44 66.86 67.82 68.58 68.66 - 69.78
Kutai Barat 77.91 78.28 80.91 82.87 83.01 82.51 - 83.3
Kutai Kartanegara 72.98 73.29 74.92 76.13 76.92 77.22 - 78.54
Kutai Timur 72.55 72.64 73.54 74.17 74.9 74.94 - 75.48
Berau 81.82 83.49 85.76 86.27 87.23 87.37 - 87.77
PPU 82.01 82.05 82.87 84.71 85.97 86.26 - 86.31
Mahakam Ulu 0 0 0 76.65 78.04 78.31 - 79.82
Balikpapan 85.81 86.22 86.72 87.14 90.05 89.97 - 89.74
Samarinda 87.65 87.82 88.03 88.71 89.26 89.44 - 89.26
Bontang 79.76 82.17 84.25 85.47 86.31 85.84 - 86.44
Kalimantan Timur 83 83.18 84.33 84.69 84.75 85.07 85.6 85.62
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten/Kota
2012 2013 2014 2015
Paser 54.26 56.08 54.51 52.85 58.9 64.58 - 62.07
Kutai Barat 52.78 47.77 53.7 49.15 63.49 62.36 - 62.63
Kutai Kartanegara 46.73 45.81 46.04 45.86 52.91 53.41 - 55.07
Kutai Timur 51.67 54.92 48.56 50.52 55.13 55.2 - 53.71
Berau 46.4 49.53 50.34 50.48 49.2 47.09 - 49.85
PPU 64.45 63.69 63.98 61.74 49.42 49.92 - 50.3
Mahakam Ulu 0 0 0 0 68.19 66.37 - 74.12
Balikpapan 66.39 58.62 68.94 67.83 65.82 66.29 - 65.52
Samarinda 62.25 57.49 55.6 56.79 70.67 73.6 - 70.84
Bontang 46.93 59.11 59.06 59.47 44.29 45.85 - 45.44
Kalimantan Timur 60.05 61.29 61.84 63.12 53.74 55.96 56.93 56.64

Sumber Data : BPS Kalimantan Timur



BAPPEDA

Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah

Pemerintah daerah berkewajiban
menyusun kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan
responsif gender yang
dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka

Menengah Daerah atau RPJMD,
Rencana Strategis SKPD, dan
Rencana Kerja SKPD.

Pasal 4

Bappeda mengoordinasikan
penyusunan RPJMD, Renstra
SKPD, rencana kerja dan
anggaran SKPD yang responsif
gender.

Rencana kerja dan anggaran
SKPD yang responsif gender
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan peraturan
gubernur, bupati/walikota




PERAN

BAPPEDA

Dalam upaya percepatan
pelembagaan pengarusutamaan
gender di seluruh SKPD
kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG
kabupaten/kota.

Anggota Pokja PUG adalah seluruh
kepala/pimpinan SKPD.
Bupati/walikota menetapkan ketua
Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG
kabupaten/kota dan Kepala SKPD
yang membidangi tugas
pemberdayaan perempuan sebagai
Kepala Sekretariat Pokja PUG
kabupaten/kota.

Pembentukan Pokja PUG
kabupaten/kota ditetapkan dengan
keputusan bupati/walikota.

Pasal 14

mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada
masing-masing SKPD;

melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG
kepada camat, kepala desa, dan lurah;
menyusun program kerja setiap tahun;
mendorong terwujudnya Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender;
menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap
tahun;

bertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui wakil bupati/walikota;

merumuskan rekomendasi kebijakan kepada
bupati/walikota;

menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di
masing-masing instansi;

menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis
terhadap anggaran daerah;

menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di
kabupaten/kota; dan

mendorong dilaksanakannya pemilihan dan
penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.




ALUR KEBIJAKAN PPRG

RPIMN 2010-2014 RPIMD 2010-2015

MDGs

3. MENDORONG
KESETARAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

9. MENCAPAI
KESETARAAN GENDER

RPIMN 2015-2019 RPIMD 2016-2021

Tujuan: Meningkatnya peran serta perempuan dalam ) Perencanaa
segala bidang pembangunan dan perlindungan anak Penganggara
I (]
3 Responsif

Sasaran : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam Gender
pembangunan, kualitas kesetaraan gender, dan
perlindungan perempuan dan anak




PERSENTASE ARG DALAM APBD

ANGGARAN UNTUK
TOTAL BELANJA RESPONSIF GENDER | PERSENTASE

PROGRAM/KEGIATAN (ARG)

2017 Rp.3.576.845.838.457,79 Rp.663.941.277.643 18,56

2018 Rp.2.104.101.129.653,65 Rp.261.536.132.109 12,43

2019 Rp.2.588.853.181.834 Rp.668.529.456.649 26



PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PEMBERIAN BANTUAN MODAL
USAHA KEPADA
KELOMPOK USAHA BERSAMA PEREMPUAN (KUBP)

TAHUN JUMLAH KUBP JUMLAH DANA

2011 22 Rp.2.754.347.000,-
2012 437 Rp.30.008.496.072,-
2013 183 Rp.16.532.626.500,-
2014 153 Rp.15.084.930.000,-
2015 107 Rp.10.271.040.000,-

TOTAL 902 Rp.74.651.439.572,-



KEGIATAN PPRG

1. Capacity Building PPRG ada 5 angkatan :
Tahun 2010 sebanyak 15 orang
Tahun 2011 sebanyak 30 orang
Tahun 2012 sebanyak 35 orang
Tahun 2013 sebanyak 25 orang
Tahun 2014 sebanyak 95 orang

2. ToT (7rainning of Trainner) PPRG ada 2 angkatan :
Tahun 2013 sebanyak 15 orang
Tahun 2014 sebanyak 15 orang

3. Roadshow PPRG:
Tahun 2012 sebanyak 14 SKPD
Tahun 2013 sebanyak 6 SKPD

4. Tahun 2013 Pilot Project PPRG pada 2 program dan 2 kegiatan untuk 20
SKPD

5. Tahun 2014 Pilot Project PPRG pada 2 kegiatan untuk 30 SKPD




“'R KONDISI PEMBANGUNAN GENDER
TUJUAN, OUTPUT dan RUANG LINGKUP

Terwujudnya masyarakat Kutal Kartanegara
yang makmur dan sejahtera dalam kesetaraan
yang berkeadilan

Terdistribusinya sumber-sumber daya yang bernilai ekonomis secara

proporsional bagi setiap warga masyarakat dalam kesetaraan taraf

hidup dan keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat

/ ' N Kabupaten Kutai Kartanegara.

RUANG
LINGKUP

4

1. Merumuskan perencanaan pembangunan daerah sesuai
dengan urusan yang selaras dengan platform Beijing.

2. Merumuskan dan mengimplementasikan pembangunan Gender
sesuai isu gender dalam pembangunan

di Kabupaten Kutai Kartanegara.
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“'l PELAKSANAAN PUG

Qe

° Monitoring dan Evaluasi

_




AGENDA

PELAKSANAAN

PUG

Kebijakan Pemerintah
Daerah yang menjadi
dasar dalam pelaksanaan
PUG di Kabupaten Kutai
Kartanegara

S

Perda Penghapusan Pekerja Anak

Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Perda Pengarustamaan Gender dalam
Pembangunan (Perda Inisiatif DPRD)
Peraturan Bupati tentang PUG

Peraturan Bupati tentang SPM Layanan Korban
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak

SE Bupati tentang Panduan Teknis Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG)




AGENDA

PELAKSANAAN

PUG

Kebijakan Pemerintah
Daerah yang menjadi
dasar dalam pelaksanaan
PUG di Kabupaten Kutai
Kartanegara

E |

 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG)
Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2015 terintegrasi didalam SE
Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD TA. 2015

e SE Bupati tentang Data Pilah Gender Kabupaten Kutai
Kartanegara

e SE Bupati tentang Pedoman Pengawasan atau Pemeriksaan
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

 SE Bupati tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

* Himbauan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang

» Surat Bupati kepada Kepala Inspektorat tentang Pemeriksaan
terhadap Kegiatan PPRG TA.2014




AGENDA

PELAKSANAAN

PUG

Kebijakan Pemerintah
Daerah yang menjadi
dasar dalam pelaksanaan
PUG di Kabupaten Kutai
Kartanegara

S

e SK Bupati tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarustamaan
Gender (PUG) Kab. Kukar

* SK Bupati tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang dan ekploitasi
seksual terhadap anak Kab. Kukar

* SK Ketua Pokja tentang Tim Teknis Pengarustamaan Gender
(PUG) Kab. Kukar

SK Ketua Pokja PUG tentang Forum Data

MoU dengan 7 lembaga/instansi

RAD Kota Layak Anak

Perbup tentang Etam Balik Sekolah

SK tentang pembentukan tim koordinasi penanganan
perlindungan perempuan dan anak Kab. Kukar




PELAKSANAAN

KELOMPOK KERJA PUG
FOCAL POINT PUG PADA 30 SKPD
TIM TEKNIS PUG

ﬁ FORUM DATA PUG
P2TP2A “ODAH BEPADAH”
GUGUS TUGAS TRAFFICKING
GUGUS TUGAS KLA

FORUM ANAK DARI TINGKAT KABUPATEN SAMPAI DESA/KELURAHAN
FORUM GENDER

POKJA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

POKJA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)




= AGENDA

PELAKSANAAN

PUG

Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender

CAPACITY BUILDING

Capacity Building PPRG
dilaksanakan pada tahun 2015
diikuti oleh 100 peserta)

Capacity Building internal SKPD
oleh Tim Teknis yaitu Dinas
Pendidikan yang dihadiri oleh
Kepala Desa dalam rangka
Pemanfaatan ADD bagi

Pembangunan Pendidikan di
Desa



= AGENDA

PELAKSANAAN
PUG .
PPRG 1) e il

Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender

TOT PPRG

Pelaksanaan Trainning of
Trainner menjadi Fasilitator PPRG
ke Kecamatan dan Desa kepada
Tim Teknis PUG Tahun 2015

Capacity Building PPRG Tahun
2016 (+ 100 peserta) yang
dilaksanakan di Bulan Nopember

2016, sekaligus Penyusunan
Analisis Gender untuk Anggaran
2017



PELAKSANAAN 1, Peningkatan kualitas SDM Perencana
2. Peningkatan kualitas hidup perempuan

3. Peningkatan perlindungan anak

4. Menguatnya kelembagaan PUG baik di SKPD
maupun di masyarakat.

5. Peningkatan jumlah anggaran responsif gender
6. Peningkatan pendapatan perempuan melalui KUBP

7. Pengalokasian Anggaran Responsif Gender melalui
APBD Desa

8. RPJMDesa yang Responsif Gender oleh Kepala Desa
Terpilih

9. Penetapan 2 Desa Gender (Desa Sumber Sari dan
Desa Panoragan) 2016, 5 Desa (Desa Muara Badak

llir, Desa Gas Alam, Desa Loa Duri llir, Desa Tani

Bakti, Desa Bangun Rejo) 2017



PELAKSANAAN

10.Pendampingan dan Penanganan Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

11.Penanganan Trafficking
12.Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
13.Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

14.Program lintas sektoral dalam rangka Kutai
Kartanegara Cerdas Tahun 2025

15.Pengentasan Buta Aksara/Penanganan Anak
Putus Sekolah (Etam Balik Sekolah)

16.Penyusunan Masterplan Pendidikan Kab. Kutai
Kartanegara 2016-2026

17.Keterlibatan Perguruan Tinggi (MoU dengan
Pemerintah dalam hal Pembinaan Desa Gender)



PELAKSANAAN

18.Pemenuhan hak-hak Anak (Akte Kelahiran, Taman Bermain,
Sekolah Ramah Anak, dll)

19.Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha (dalam
kegiatan dan pembangunan pendidikan, kesehatan, dll).

20.Pada Tahun 2015 Sosialisasi PPRG hingga ketingkat Desa
sebagaimana UU No. 6 Tahun 2014

21.Tahun 2016 akan direncanakan Eks RSUD. AM. Parikesit
menjadi Pusat Rehabilitasi Narkoba dan Perlindungan
Korban Kekerasan, kemudian Tahun 2017 MoU dengan
Kemenkum dan HAM menjadi Lapas Perempuan dan Anak

22.Penyusunan Strategi Penanggulangaan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020

23.Penyediaan Fasilitas Umum yang Responsif Gender (Kreatif
Park, IT Park, Smart City, CBD, dll)



MONEV

PELAKSANAAN * Regulasi telah tersedia.
P UG  Komitmen Kepala Daerah dan DPRD.

* Sosialisasi pedoman monitoring telah dilaksanakan.
DASAR MONEV . _
Peraturan dan Kebijakan : Penguatan Tlm TEanS.

Pemerintah Daerah yang * Capacity Building bagi Perencana SKPD.

menjadi dasar dalam . ol 1e .

bRl * Capacity Building bagi Aparat Desa/Kelurahan,
AR A Perguruan Tinggi, LSM, Ormas dan seluruh

PUG di Kabupaten Kutai

Kartanegara Stakeholder.

* Penguatan tim monitoring dan evaluasi.
* Monitoring khusus implementasi PPRG.
e Optimalisasi fungsi Sekretariatan PUG.
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PEMERIKSAAN KEGIATAN YANG
MENGGUNAKAN TOOL GAP DAN GBS
(PPRG)

Regulasi Pemeriksaan sudah disusun bersama
Inspektorat

Sosialisasi kepada auditor dan SKPD pilot project PPRG

SE Bupati tentang pemeriksaan khusus PPRG telah ada.

TOT bagi Auditor tentang PPRG Tahun 2015

Ada 40 SKPD Pilot Project PPRG yang menggunakan
GAP, GBS dan TOR



Project 1

Pedoman
Data
Pilah
Gender

.

Project 2

Data Pilah Gender

untuk Bidang
Kesehatan,
Pendidikan, Sosial
dan Tenaga Kerja

a

Project 3

Analisis Pemetaan
IPG dan IDG
Kabupaten Kutai

Kartanegara

Project 4

Penyusunan
Rencana
Aksi Daerah
Kota Layak
Anak

S

Project 5

Persiapan
Penyusunan Rencana
Aksi Daerah
Pengarusutamaan
Gender

i

Project 6

Penyusunan Data

Pilah Gender
Kabupaten Kutai
Kartanegara

(10 Bidang)

Project 7

Data Statistik

Sektoral Kabupaten

Kutai Kartanegara

LR

Project 8

Masterplan
Pendidikan
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Tahun
2016-2026

KAJIAN PENDUKUNG

Project 9

Buku Gender
Kabupaten
Kutai
Kartanegara

Project 10

Masterplan
Penanggulangan
Kemiskinan
Tahun 2016-2016




PROGRAM
INOVASI

Pelaksanaan PUG
di Kutai Kartanegara

DESA GENDER

Penetapan Desa Gender
Tahun 2016 :

1. Desa Sumber Sari (Kecamatan Loa Kulu)
2. Desa Ponoragan (Kecamatan Loa Kulu)

Tahun 2017 :

1. Desa Muara Badak Ilir (Kecamatan Muara Badak)

2. Desa Gas Alam (Kecamatan Muara Badak)

3. Desa Loa Duri llir (Kecamatan Loa Janan)

4. Desa Tani Bakti (Kecamatan Loa Janan)

5. Desa Bangun Rejo (Kecamatan Tenggarong Seberang)




KECAMATAN BEBAS KEKERASAN

N
Ditetapkannya Kecamatan DESA BEBAS KEKERASAN
Muara Wis sebagai Ada 7 (tujuh) Desa yang ditetapkan menj
Kecamatan Bebas Kekerasan Desa bebas Kekerasan :

Desa Muara Wis

Desa Sebemban

Desa Melintang

Desa Muara Enggelam
Desa Enggelam

Desa Lebak Cilong

Desa Lebak Mantan .

sl ol e e e e




PROGRAM UNGGULAN PP DAN PA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KELOMPOK USAHA BERSAMA PEREMPUAN ( KUBP )
JUMLAH KELOMPOK 851 KUBP (2011 —2015)
JUMLAH ANGGOTA PEREMPUAN KURANG LEBIH
10.000 ORANG.

TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp.73.614.813.572

PENGEMBANGAN EKONOMI
PRODUKTIF PEREMPUAN

1. Pembentukan KAMPUNG TENUN (produksi bahan
ulap doyo dan barang jadi)

2. Pembentukan KAMPUNG MENJAHIT (produksi
pakaian jadi)

3. Pembentukan KAMPUNG INDUSTRI RUMAHAN
(produksi makanan ringan dan souvenir)

4. PEREMPUAN MELEK IT (Pemasaran dan Penjualan
secara Online)




INOVASI LAINNYA

KOMITE GENDER DI PERUSAHAAN
SEKOLAH RAMAH ANAK
PUSKESMAS RAMAH ANAK
PUSKESMAS SANTUN LANSIA
TAMAN BERMAIN RAMAH ANAK

MASTER PLAN EX RSUD.AM.PARIKESIT MENJADI
RUMAH TAHANAN WANITA DAN ANAK DAN
REHABILITASI NARKOBA SERTA DIJADIKAN SEBAGAI
RUJUKAN SE KALIMANTAN.

PENERTIBAN DAN PENUTUPAN LOKALISASI
NIKAH SEHAT



No (Hasil Evaluasi Negatif)

PROGRAM DAN INOVASI SUDAH SEJALAN dengan

“Three End Plus”

0 N E Akhri kekerasan terhadap perempuan dan anak
Akhiri perdagangan manusia TWO
T H R E E Akhiri kesenjangan ekonomi
Partisipasi perempuan dalam politik



Closing Statement

By : WIYONO, S.IP, M.Si. (Kepala BAPPEDA/Ketua Pokja PUG)

Komitmen Pedoman

Kutai Kartanegara RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan
berkomitmen kuat untuk Renja SKPD, dan Road Map PUG
mencapai kesetaraan dan akan menjadi pedoman dalam
keadilan gender secara mencapai kesetaraan dan
bertahap keadilan gender

Publikasi

Kerjasama dan partisipasi
Media Massa dalam rangka
Publikasi

Partisipasi
Partisipasi masyarakat dan
dunia usaha mensupport

semangat mencapai
keberhasilan

Capaian

Komitmen pimpinan daerah, DPRD,
kepala SKPD, Lembaga Penegak Hukum
terhadap capaian kesetaraan dan keadilan
gender tinggi dan dapat
dipertanggungjawabkan

GOAL

Mewujudkan Kutai Kartanegara
yang Berkesetaraan dan
Berkeadilan Gender, Melalui
Program “GERBANG RAJA JILID |
DAN GERBANG RAJA JILID 11"
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